SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 227 TAHUN 2015
TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2011
telah diatur mengenai perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari,
dalam dan ke instansi di luar Pemerintah Provinsi Dacrah
Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa dengan adanya perkembangan kondisi saat ini, Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahar:
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai [bukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemecrintaharni
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengari
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentiar
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubal
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;



Menetapkan

.}

. Peraturan Pemerintahh Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawail Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009;

. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

19

18

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan
Perangkat Dacrah sebagai unsur penyelenggara pemeriniaiian
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

. Gubernur adalah Kepala Daerah Provins: Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Provinsi Dacrah

Khusus Ibukota Jakarta.

. Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya dismgkat PNS adalah

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syvarat terteniu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara sccara telap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduk: jabatan
pemerintahan.

.Badan Kepegawaian Daerah vang selanjutnyva disingkat BhD

adalah Badan Kepegawaian Daerah Provins: Daerah khusus
Ibukota Jakarta.

.Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Dacrali Provinsi Dacraly
Khusus Ibukota Jakarta.



8.

9

10.

(8

Unit Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat UKPD
adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

. Pegawai Pindahan adalah :

a. PNS Pe‘meyintah Dacrah yang melakukan pindah tugas ke
Instansi Lain;

b. PNS }nstansi Lain yang melakukan pindah tugas ke
Pemerintah Daerah; atau

c. PNS Pemerintah Daerah yang melakukan pindah tugas di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pegawai Titipan adalah :

a. PNS Pemerintah Daerah yang ditugaskan ke Instansi Lain
untuk jangka waktu tertentu; atau

b. PNS Instansi Lain yang ditugaskan ke Pemerintah Daerah
untuk jangka waktu tertentu.

Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi
adalah jumlah dan susunan pangkat PNS vang diperlukan

dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu
melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PERPINDAHAN/MUTASI PNS KE DAN DARI
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Perpindahan/Mutasi PNS dari Instansi Lain
ke Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 2

Penerimaan PNS pindahan/mutasi dan Instansi Lain ke Pemermtah
Daerah dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan Pemerintah
Daerah berdasarkan formasi jabatan pada SKPD/UKPD.

Pasal 3

(1) PNS dari Instans: Lain yang mengajukan permohonan pmdah/

mutasi ke Pemerintah Dacrah sckurang-kurangnya harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. alasan pindah/mutas:, yakni :
1. mengikuti penugasan suami/istri di wilayah Pemerintah
Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan penugasar
suami/istri dari instansi vang bersangkutan,



2. mengikuti atau mengurus orang tua vang sudah tua/
lansia/sepuh/sakit vang bertempat tinggal di Pemerintah
Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,
Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili dari tingkat
Kelurahan; dan .

3. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha vang ada
di wilayah Pemerintah Daerah dari orang tua vang bertempat
tinggal di wilayah Pemerintah Daerah yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat
Keterangan Domisili dari tingkat Kelurahan dan surat
waris dari Pejabat vang berwenang.

. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan telah

berstatus PNS:

. mengajukan permohonan pindah/mutasi secara tertulis kepacda

Gubernur;

. permohonan pindah/mutasi disetujul secara tertulis olch

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;

. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani

hukuman disiplin vang dinyatakan dengan surat keterangan
dari Pcjabat Pembina Kepegawaian Instarisi Asal,

tidak sedang menjalankan tugas belajar vang dinyatakan
dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegavwaian
Instanst Asal;

tidak sedang menjalankan wajib tugas paska menyelesaikan
tugas belajar atau ikatan dinas vang dinvatakan dengan
surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instans
Asal;

. memiliki usia dan pangkat paling tinggi sebagai berikut

1. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata {III/c] untuk formasi
jabatan fungsional umum.

2. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata Tigkat I (IIT/d) unuak

formasi jabatan fungsional terteniu, kecual jabatan
fungsional terteniu dokrer spesialis, guru dan dosen.

3. 55 (lima puluh lima) tahun, Pembina Tingkat [ (IV/b) untuk
formasi jabatan [ungsional dokter spesialis, guru dan
dosen.

memiliki kompetens: pengetahuan, keterampilan dan

integritas yang dipersyaratan Pemerintalhh Daecrah,

mengikuti seleksi perpindahian/mutast PNS vang dilaksanakan
oleh Pemerintaly Daerah; dan

. semua unsur penilaian prestasi kerja sckurang-kurangnva

bernilai baik sclama 2 {dua) tahun terakhir.



(2) Persyaratan secbagaimana dimaksud pada avat (1) dapat

diabaikan apabila perpindahan/mutasi PNS dari Instansi Lain
ke Pemerintah Daecrah dilakukan berdasarkan kebutuhan
Pemerintah Daerah sesuai dengan f(ormasi jabatan pada
SKPD/UKPD dengan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah.

Paragraf 2
Mekanisme
Pasal 4

PNS Instansi Lain vang akan mengajukan permohonan pindali/
mutasi ke Pemerintah Daerah harus mengikuti mekanisme
sebagal berikut :

a. mengajukan permohonan pindah/mutasi sccara tertulis
kepada Gubernur yang disetujui oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi Asal, dengan melampirkan kelengkapan
berkas ;

1. fotokopi seluruh ijazah yang dilegalisir;

2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, keputusan
pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, keputusan

jabatan/penugasan terakhir vang dilegalisir dan kartu
Pegawai,

3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akte
Nikah;

4. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatthan kedinasan;
dan

5. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1)
huruf a, hurul e, huruf f;, huruf g dan huruf k.

b. berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PNS pemohon
sebagaimana dimaksud dalam huwuf a serta dengan
mempertimbangkan formasi kebutuhan PNS pada SKPD/UKPD,
BKD dan tim yang ditugaskan melakukan seleksi administrast,

c. PNS pemohon pindahan/mutasi yang lulus selekst administrasi
dipanggil untuk mengikuti tes kompetens: vang dilakukan
g8 g I Yang
BKD dan/atau tim yang ditugaskan;

d. PNS pemohon pindahan/mutasi vang dinvatakan lulus tes
kompetensi diberikan reckomendasi/jawaban untuk pindah/
mutasi ke Pemerintah Daecrah dan diproses sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

e. PNS pemohon vang dinvatakan adak iulus  scleksi
administrasi diberikan surat jawaban dari Pemerinal
Daerah yang ditandatangan: Kepala BKD atas nama
Gubernur;
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f. hasil seleksi administrasi diumumkan sccara terbuka melalu
website dan/atau melalui media lainnya serta dilaporkan
kepada Gubernur secara tertulis;

g. seluruh dokumen permohonan pindah/mutasi PNS menjadi
milik Pemerintah Daerah bailk vang dinyvatakan Ilulus
maupun yang dinyatalkan tidak lulus;

h. PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan
permohonan dan mengikuti scleksi pindah/mutasi setelah
1 (satu) tahun dinyatakan tidak lulus; dan

i. setiap PNS dari Instansi Lain yang memenuhi persvaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayvat (1) hanva
diperkenankan mengajukan permohonan dan mengikuti
seleksi pindah/mutasi sebanvak 3 (tiga) kali dan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dapat

(1)

(3)

diabaikan apabila perpindahan/mutasi PNS dari Instansi Lain
ke Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan
Pemerintah Daerah sesuai dengan formast jabatan pada
SKPD/UKPD dengan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 5

PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah/mutasi
ke Pemerintah Daerah wajib mengikuti tahapan seleksi

a. seleksi administrasi; dan
b. tes kompetensi.

Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tetap
berdasarkan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditctapkan
dengan Keputusan Gubernur atau pejabat vang ditunjulk.

Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa :

a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan vang disgukan oleh
PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerimtah Daerah; dan

b. kesesuaian. antara kualifikas: pendidikan formal, pengalaman
penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan
PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah dengan
kebutuhan formasi jabatan di SKPD/UKFPD.
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(2) PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Dacrah yang

(4)

(1)

(3)

(4)

(S)

(7)

dinyatakan lulus secleksi administrasi adalah yang dokumen
persyaratannya lengkap dan sah serta memiliki kualifikasi
pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan
dan pelatihan kedinasan sesuai dengan kebutuhan formasi
jabatan di SKPD/UKPD.

PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Dacrah yang
dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi adalah vang dokumen
persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak sah serta memiliki
kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau
pendidikan dan pelatihan kedinasan tidak sesuai dengan
kebutuhan formasi jabatan di SKPD/UKPD.

PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Dacrah vang
dinyatakan lulus secleksi administrasi mengikuti tes kompetensi
dan yang tidak lulus dinyatakan gugur dan tidak berhak
mengikuti tes kompetensi.

Pasal 7

Tes kompetensi hanya diikuti oleh PNS pemohon pindah/mutasi
ke Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada avat (1), melipuu .
a. tes kompetensi dasar; dan
b. tes kompetensi bidang.

Tes kompetensi dasar dilaksanakan untuk mengetahui tingkat
kompetensi manajerial.

Tes kompetensi bidang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat
kompetensi substansi sesuai kualifikasi pendidikan  lormal,
pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan
kedinasan.

Tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang merupakan
satu kesatuan untuk menentukan kelulusan.

Hasil tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) diumurnkan sccara terbuka melalui svebsite dan/atau
media lainnya serta dilaporkan kepada Gubernur secara tertulis.

PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemermmtah Daerah vang
dinyatakan Iulus tes kompetensi dirckomendasikan untuk
pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah dan diproses sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah vang
dinyatakan tidak lulus tes kompetensi otomatis gugur dan tdak
direkomendasikan untuk pindah/mutasi ke Pemerintah Dacrah,



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 8
Materi seleksi administrasi, meliputi :

a. surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratannva,
dan

b. kebutuhan formasi jabatan SKPD/UKPD

Materi tes kompetensi cdasar dan tes kompetensi bidang

disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan standar akademik
Pasal 9

Seleksi administrasi dan tes kompetensi dilaksanakan oleh BKD.

Dalam pelaksanaan scleks: administrasi, BKD membentuk tun
seleksi meliputi unsur :

Inspektorat;

BKD;

Badan Pendidikan dan Pelatihan;

. Biro Organisasi dan Relormasi Birokrasi; dan
Biro Hukum.

©poop

Dalam pelaksanaan tes kompetensi, BKD membentuk tim scleksi
meliputi unsur :

a. Akademisi; dan

b. SKPD/UKPD terkait apabila diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

BKD memproses Keputusan Gubernur tentang penectapan PNS
pindahan/mutasi dari Instansi Lain ke Pemerintah Daeral vang
telah dinyatakan lulus tes kompetensi.

Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKD

memproses penempatan/penugasan PNS pindahan/muasi pada
SKPD/UKPD sesuai dengan formasi jabatan vang ada.

Baglan Kedua

Perpindahan/Mutasi PNS dari Pemerintah Dacrah ke Instans: Lain

Paragraf i
Persyaratan

Pasal 11

PNS Pemcrintah Dacral: dapat mengajukan permohonan pindah/
mutasi ke Instansi Lain sesuai dengan kebutuhan vang bersangkutan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pasal 12

(1) PNS Pemerintah Dacrah yang mengajukan permohonan

(2)

pindah/mutasi ke Instansi Lain sekurang-kurangnva harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. alasan pindah/mutasi, yakni :

1. mengikuti penugasan suami/istri di luar Dacrah vang
dibuktikan dengan Surat Keputusan penugzasin
suami/istri dari Intansi yang bersangkutan;

2. mengikuti atau mengurus orang tua vang sudah
tua/lansia/sepuh/sakit yang bertempat tinggal di luar
Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pendudulk,
Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili dari tingkat
Kelurahan; dan

3. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha vang
ada di luar Daerah dari orang tua yang bertempat tinggal di
wilayah tersebut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dari
tingkat Kelurahan dan surat waris dari pejabat yang
berwenang.

b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan telah
berstatus PNS:

c. mengajukan permohonan pindah/mulast sccara tertulis
kepada Gubernur dan Gubernur menyetujui permohonan
tersebut;

d. mengajukan permohonan pindah/mutast kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Lain yang dituju dan disetujul
oleh Kepala BKD atas nama Gubernur;

e. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani
hukuman disiplin di SKPD/UKPD yang dinvatakan dengan
surat keterangan darit Kepala SKPD/UKPD Vang
bersangkutan;

f. tidak sedang menjalankan tugas belajar vang dinyvatakan
dengan surat keterangan dari Kepala SKPD/UKPD vang
bersangkutan; dan

g. tidak sedang menjalankan wajib tugas paska menvelesailkan
tugas belajar atau ikatan dinas vang dinyvatakan dengan surat
keterangan dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
diabaikan apabila perpindahan/mutasi PNS Pemecrintah Dacrah
ke Instansi Lain.adalah atas kebutuhan dan permintaan Insiasi
Lain yang dituju.



Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 13

(1) PNS Pemerintah Daerah yang akan mengajukan permohonan

(2)

pindah/mutasi ke Instansi Lain harus mengikuti meckanisme
sebagai berikut :

a. mengajukan permohonan pindah/mutasi sccara tertulis
kepada Gubernur yang disetujui oleh Kepala SKPD/UKPD
yang bersangkutan, dengan melampirkan kelengkapan herkas :

1. fotokopi seluruh ijazah yang dilegalisir;

2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, keputusan
pengangkatan PNS, keputusan pangkat teraklir,
keputusan jabatan/penugasan teralkhir vang dilegalisir dan
Kartu Pegawai,

3. fotokopi Kartu Tanda Penduduku, Kartu Keluarga dan Akte
Nikah;

4. fotokopi sertifikat pendidikan dan peclatihan kedinasan; dan

S.dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (1)
huruf a, huruf ¢, huruf d, huruf e, hurui { dan huruf g,

b. Setelah mendapat disposisi dari Gubernur, berdasarkan
dokumen yang disampaikan oleh PNS Pemerintah Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam hurul a, BKD melakukan
seleksi administrasi berkoordinasi dengan Inspektorat;

c. PNS Pemerintah Daerah vang dinvatakan lulus scleksi
administrasi diberikan rekomendasi/jawaban untuk dapat
pindah/mutasi dan disampaikan kepacda vang bersangkutan
melalui surat tertulis Kepala BIKD atas nama Gubernur;

d. PNS Pemerintah Dacrah setelah menerima rekomendasi/
jawaban tersebut dalam huruf ¢ membuat surat permohonan
pindah/mutasi kepada Instansi Lain vang diketahui oleh
Kepala BKD atas nama Gubernur; dan

e. Penetapan pindah/mutasi dari Pemermtalh Dacrah ke
Instansi Lain secara sab ditetapkan dan dikeluarkan dari
bulkku besar kepegawaian Pemerintalhh Dacrah dilaksanalkan
setelah Pemerintali Dacrah mencrima keputusan pmdali/
mutasi vang bersangkutan dari Instans: Lam.

Mekanisme sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat diabaikan
apabila perpindahan/mutasi PNS Pemerintali Dacrah ke Instansi
Lain dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan Instansi
Lain yang dituju.



(1)
(2)

Paragraf 3
Seleksi
Pasal 14

PNS Pemerintah Daecrah yang mengajukan permolionan pindal/
mutasi ke Instansi Lain wajib melalui seleksi administrasi.
Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa
kelengkapan dan keabsahan persyaratan vang diajukan oleh PNS
Pemerintah Daerah.

PNS Pemerintah Dacrah yvang dinvatakan Iulus scleksi
administrasi adalah yang dokumen persyaratannya lengkap dan
sah.

PNS Pemerintah Dacrah yang dinvatakan tidak lulus seleksi
administrasi adalah yang dokumen persyvaratannya tidak lengkap
dan/atau tidak sah.

Seleksi administrasi dilaksanakan oleh BKD Dberkoordinasi

dengan Inspecktorat.

BAB III

PERPINDAHAN/MUTASI PNS ANTAR SKPD/UKPD PEMERINTAH

DAERAH
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Perpindahan/mutasi PNS Pemerintalh Dacrah antar SKPD/UKPD
dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Dacrah berdasarkan
formasi jabatan pada SKPD/UKPD.

(1)

(2)

Pasal 16

Perpindahan/mutasi PNS Pernerintah Dacrah antar SKPD/UKPD
dilaksanakan atas .

a. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau

b. Permohonan PNS yang bersangkutan.

Perpindahan/mutasi PNS Pemerintah Dacraly antar SKPD/UKPD
berdasarkan kebijakan  Pemerintah Daecrali  sebagaimiana
dimaksud pada ayat {1) huruf a dilaksanakan dalam rangka .

a. pendistribusian pecgawai dari SKPD/UKPD vang menulilk: PNS

lebih ke SKPD/UKPD vang kekurangan PNS Dberdasarkan
formasi jabatan pada SKPD/UKPD;



(3)
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b. penugasan/pencmpatan ulang PNS sesuai dengan kompetensi
pengetahuan, keterampilan dan integritas berdasarkan formasi
jabatan pada SKPD/UKPD;

¢. penguatan dan percepatan pelaksanaan pelayanan prioritas/
unggulan pada SKPD/UKPD tertentu;

d. pembinaan (penyvegaran, peningkatan disiplin, pengembangan
kompetensi, perluasan wawasan) PNS;

e. penempatan/pcnugasan PNS sesuai dengan domisili;
f.  penataan organisasi perangkat daerah; dan/atau

g. pelaksanaan larangan beberapa penempatan PNS  yang
mempunyai hubungan keluarga pada satu SKPD/UKPD.

Perpindahan/mutasi PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/UKPD
atas permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b dapat disetujui apabila :

a. SKPD/UKPD vang dituyju membutuhkan sesual dengan
formasi jabatan,

b. SKPD/UKPD asal menyetujui permohonan pindah/mutasi
PNS; dan

c. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 17

Persyaratan PNS Pemerintah Daerah yvang dipindahkan/dimutasikan
antar SKPD/UKPD berdasarkan kebijakan Pemerintahh Daerah,
disesuaikan dengan latar belakang dan tujuan kebijakan pemindahan/
pemutasian PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat (2).

Pasal 18

PNS Pemerintalh Dacralh yang mengajukan permohonan
pindah/mutasi antar SKPD/UKPD sekurang-kurangnva harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut .

a. memiliki masa Kkerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada
SKPD/UKPD Asal dan relah berstatus PNS;

b. mengajukan permohonan pindali/mutasi sccara rertulis
kepada Kepala SKPD/UKPD Asal dan disetujui;

¢. mengajukan permohonan pindah/mutasi  sccara  tertulis

kepada Kepala SKPD/UKPD yvang dituju,



(1)
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tidak sedang dalam proses penjatuhan  atau  scdang
menjalani hukuman disiplin yang dinvatakan dengan surat
keterangan dari Pimpinan SKPD/UKPD Asal;

tidak sedang menjalankan tugas belajar vang dinvatakan
dengan surat keterangan dari Pimpinan SKPD/UKPD Asal,

tidak sedang menjalankan wajib tugas paska menyelesaikan
tugas belajar atau ikatan dinas vang dinvatakan dengan
surat keterangan dari Pimpinan SKPD/UKPD Asal,

memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dan
pangkat-paling tinggi Pembina (IV/a); dan

semua unsur penilaian prestasi kerja seckurang-kurangnya
bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Paragrafi 3
Mekanisme
Pasal 19

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan
pindah/mutasi antar SKPD/UKPD harus mengikuti mekanisme
sebagai berikut :

a. mengajukan permohonan pindah/mutasi secara tertulis
kepada Kepala SKPD/UKPD Asal dan disetujui,

b. mengajukan permohonan pindah/mutasi sccara tertulis
kepada Kepala SKPD/UKPD vang dituju dengan melampirkan
kelengkapan berkas :

1. fotokopi seluruh jjazah yang dilegalisir,

2. fotokopi keputusan pengangkatann CPNS, keputusan
pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu
Pegawai dan keputusan jabatan/penugasan terakhir
yvang dilegalisir;

3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga dan
Akte Nikah: '

4. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan,;
dan.

S. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huorul d,
huruf e, huruf {, dan huarut h.

c. Setelah mencrima permohonan pindah/mutas: tersebut
pada huruf b, SKPD/UKPD yang dituju melakukan seclekst/
penelitian/analisa sesual dengan kebijakan SKPD/UKPD
yang bersangkutan dengan mempertimbangkan formasi
jabatan dan mermutuskan disetujui atau ditolalk;



d. Penerimaan atau penolakan dari SKPD/UKPD vang dituju
disampaikan secara tertulis kepada PNS vang mengajukan
permohonan;

e. PNS yang permohonan pindah/mutasinya disetujui oleh
SKPD/UKPD yang dituju mengajukan permohonan pindali/
mutasi kepada Gubernur u.p Kepala BKD, dengan
melampirkan kelengkapan dokumen :

1. Surat persetujuan dari SKPD/UKPD Asal;
2. Surat penerimaan dari SKPD/UKPD yvang dituju; dan
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

f. BKD berkoordinasi dengan Inspektorat melakukan seleksi/
penelitian/analisa administrasi terhadap permohonan
pindah/mutasi PNS dan memutuskan permohonan
pindah/mutasi disetujui atau ditolak yang disampaikan

secara tertulis kepada PNS pemohon; dan

g. BKD memproses penetapan dan penempatan pindah/mutasi
PNS yang permohonannya disetujul.

(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul a dan
huruf b dapat dibalik urutannya vakni bisa hurul a lebih
dahulu dilakukan baru kemudian hurul b atau scbaliknya
huruf b yang lebih dahulu dilakukan baru kemudian huruf a.

(3) Dalam  rangka  kebutuhan tertentu dan  mendesak
SKPD/UKPD yang membutuhkan PNS tambahan uniuk
jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang PNS sesuar formasi
jabatan dapat melakukan pengumuman dan selekst mternal
penerimaan PNS pindah/mutasi dari SKPD/UKPD lam setelih
terlebih dahulu melapor kepada Gubernur dan disetujun serta
dikoordinasikan dengan BKD.

Paragral 4
Seclelksi
Pasal 20

(1) PNS yang mengajukan permohonan pindah/mutasi antar
SKPD/UKPD melalui scleksi/penelitian/analisa administrasi.

(2) Seleksi/penelitian/analisa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan untulk meneliti/memeriksa kelengkapan dan
keabsahan antara surat permohonan pmdali/ mutast dan
dokumen persyaratan dengan dokumen ash dan iakta, sert
kesesuaian antara kualifikas: pendidikan formal, pendidikan
dan pelatihan  kedinasan  serta pengalaman  penugasal
dengan formasi jabatan pada SKPD/UKPD vang dituju



Pasal 21

Berdasarkan hasil seleksi/penclitian/analisa administrasi vang
dilakukan, BKD dapat menolak permohonan pindah/mutasi PNS
antar SKPD/UKPD berdasarkan pertimbangan :

a. adanya hubungan keluarga antara PNS vang memohon
pindah/mutasi pada SKPD/UKPD yang dituju;

b. permohonan pindah/mutasi bertentangan dengan kebijakan
Pemerintah Daerah tentang pindah/mutasi PNS antar
SKPD/UKPD;

c. permohonan pindah/mutasi tidak sesuai dengan persyaratan
pindah/mutasi antar SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18;

d. ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian vang diajukan
oleh pemohon; dan

e. tidak ada kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal,
pendidikan dan pelatihan  kedinasan  pemohon  serta
pengalaman pcnugasan dengan formas: jabatan pada
SKPD/UKPD yang dituju.

Pasal 22
Materi seleksi/ penelitian/analisa administrasi, meliputi :
a. surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratannya,
b. dokumen kepegawaian lamnya darn  pcmohon  vang
menunjukkan kualiflikasi pendidikan formal, pendidikan dan
pelatihan kedinasan pemohon serta pengalaman penugasan

dengan formasi jabatan pada SKPD/UKPD yang dituju; dan

c. formasi jabatan SKPD/UKPD yvang dituju.

Pasal 23

(1) Seleksi/peneclitian/analisa admimistrasi dilaksanakan oleh
BKD.

(2) Dalam pelaksanaan secleksi/penclitian/analisa administrasi,
BKD membentuk tim selekst meliputi unsur :

Inspektorat;

BKD;

Badan Pendidikan dan Pelatihan;

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
Biro Hukum.

g0 oe
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BAB IV
PNS TITIPAN
Bagian Kesatu
Titipan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Dacrah
Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 24

(1) PNS dari Instansi Lain yang akan menjadi tupan ke
Pemerintah Dacrah harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

a. telah berstatus PNS;

b. mengajukan permohonan tertulis sebagai PNS Titipan
kepada Gubernur u.p. Kepala BKD yang disetujui oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat vang
berwenang Instansi Asal,

c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang
menjalani hukuman disiplin vang dmvatakan dengan
surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawalani aiau
Pejabat yvang berwenang Instansi Asal,

d. tidak sedang menjalankan tugas belajar yvang dinyatakarn
dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepcegawalan
atau Pejabat yang berwenang Instansi Asal; dan

e. lidak sedang menjalankan  wajib  wugas  paska

menyelesaikan tugas belajar atau tkatan dinas vang
dinyatakan dengan surat keterangan dari  Pejabai
Pembina Kepegawaian atau Pcjabat vang berwenang
Instansi Asal.

(2) Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengajukan permohonan
sebagai PNS titipan dari PNS Instansi Lain ke Pemerintah
Daerah adalah hanya karena mengikuti penugasan/ penempatan
suami/istri di wilayah Pemerintah Daerah.

(3) Penugasan/penempatan suami/istri schagaimana  dimalkesud
pada ayat (2) meliputi penugasan/penempatan pada Instansi
Lain yakni :

Lembaga Negara;

Kementerian;

Lembaga Pemerintah Non Kementeriain,

Tentara Nasional Indonesia;

Kepolisian Republik Indonesia,

Kantor Penghubung Provinsi/Kabupaten/hota di Jakarta;
BUMN;

BUMD;

Perusahaan Swasta kualilikasi menengah dan besar, dar
Organisasi Internasional yang diakui PBB.

(4) Instansi Lain schagaimana dimaksud pada avat (3) harus
berdomisili dan berkantor di wilayah Provinsi DRI Jakarta.
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Paragraf 2
Jangka Waktu
Pasal 25

Jangka waktu PNS Titipan pada Pemerintah Dacrah selama 1 (satu)
tahun, terhitung mulai tanggal penetapan/pencatatan sebagai PNS
titipan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan PNS vang
bersangkutan.

.
Paragraf 3
Mekanisme

Pasal 26

PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan menjadi PNS
Titipan pada Pemerintah Daerah harus mengikuti mekanisme
sebagai berikut :

a. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada
Pemerintah Daerah secara tertulis kepada Instansi Asal dan
disetujui;

b. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada
Pemerintah Daerah secara tertulis kepada Gubernur dengan
melampirkan kelengkapan berkas :

1. fotokopi seluruh ijazah vang dilegalisir;

2. fotokopi keputusan CPNS, keputusan PNS5, keputusan
pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputusan
jabatan/penugasan terakhir vang dilegalisir;

3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte
Nikah:

4, fotokopi Keputusan penugasan/pencmpatan suami/isui
4 B i f
dari vang ditetapkan oleh Pejabat vang berwenang atau

Pimpinan Perusahaan vang berwenang pada Insians: Laun
tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir; dan

5. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan; dan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayvat (1j
huruf ¢, huruf d, dan huruf e.

c. Setelah menerima permohionan menjadi PNS Titipan tersebut
pada huruf b, BKD melakukan seleksi/penclitian/anahsa
administrasi dengan mempertimbangkan lormasi jabatan dan
memutuskan disetujui atau ditolak;

d. Persetujuan atau penolakan permohonan menjadi PNS Titipan
dari Pemerintah Dacrali disampaikan seccara tertulis kepada
PNS pemohon oleh Kepala BKD atas nama Gubernur;



(1)

¢. PNS dari Instansi Lain vang disetujui sebagai PNS Titipan oleh
Pemerintah Dacrah mengurus proses perpindahan di Instansi
Asal; dan

f.  BKD memproses penctapan dan penempatan PNS Titipan yvang
permohonannya disctujui.

Paragraf 4
Seleksi
Pasal 27

PNS dari Instansi Lain yang mengajukan permohonan menjadi
PNS Titipan pada Pemerintah Daerah melalui seleksi/penelitian/
analisa administrasi.

Seleksi/penelitian/analisa sebagimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan wuntuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan
keabsahan antara surat permohonan menjadi PNS Titipan pada
Pemerintah Daerah dan dokumen persyaratan dengan dokumen
asli dan fakta, serta kesesuaian antara kualifikasi pendidikan
formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan serta pengalaman
penugasan dengan formasi jabatan pada SKPD/UKPD.

Pasal 28

Berdasarkan hasil seleksi/penelitian/analisa administrasi  yang
dilakukan, BKD dapat menolak permohonan menjadi PNS Titipan pada
Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan :

a.

permohonan pindah/mutasi tidak sesuai dengan persvaratan
menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 24; dan

ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian vang diajukan olech
pemohon.

Pasal 29

Materi seleksi/penelitian/analisa administrasi, meliputi :

a.

b.

surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyvaratannya,
dokumen kepegawaian lainnyva dari pemohorn vang menunjukikan
kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedimasan

pemohon serta pengalamain penugasan pada instans: Asal; dan

formasi jabatan SKPD/UKPD vang dituju.
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Pasal 30
(1) Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilaksanakan oleh BKD.

(2) Dalam pelaksanaan secleksi/penclitian/analisa administrasi, BKD
membentuk tim seleksi meliputi unsur :

Inspektorat;

BKD;

Badan Pendidikan dan Pelatihan;

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
Biro Hukum.

NN

Paragraf 5
Halk
Pasal 31

(1) PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pemecrintah
Daerah mempunyai hak darit Pemerintah Daerah melalw
SKPD/UKPD tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan antara
lain :

Daftar Hadir;

penilaian kinerja;

prasarana dan sarana kerja/tugas;
aktivitas pekerjaan/tugas;

cuti; dan

kegiatan pendidikan dan pelatihan tertentu.

me a0 TP

(2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lain di luar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab
Instansi Asal.

Paragrafl 6
Kewajiban
Pasal 32

PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah
mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. melaksanakan ketentuan jarn kerja;
b. menggunakan seragam kerja sesuai ketentuarn;,
c. melaksanakan tugas yang diberikan; dan

d. mematuhi peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah.



(1)

(2)

(3)

(4)
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Bagian Kedua
Titipan PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Lain
Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 33

PNS Pemerintah Dacrah yang akan mecngajukan menjadi PNS
Titipan pada Instansi Lain harus memenuhi persyaratan schagai
berikut :

a.

telah berstatus PNS;

mengajukan permohonan tertulis sebagai kepada Gubernur
dan disetujui;

tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani
hukuman disiplin yang dinyatakan dengan surat keterangan
dari SKPD/UKPD yang bersangkutan;

tidak sedang menjalankan tugas belajar vang dinyvatakan
dengan surat keterangan dari SKPD/UKPD vang bersangkutan;
dan

tidak sedang menjalankan wajib tugas paska menyvelesalkan
tugas belajar atau ikatan dinas vang dinyvatakan dengan surat
keterangan dari SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengajukan permolionan
dari PNS Pemerintalh Dacrah menjadi PNS Titipan pada Instansi
Lain adalah hanya karena mengikuti penugasan/pencempatan
suami/istri di luar wilayah Pemerintah Daerah.

Penugasan/penempatan suami/istri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi penugasan/penempatan pada Instansi Lain vakm :

™o o0 o
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Lembaga Negara;

Kementerian;

Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Tentara Nasional Indonesia;

Kepolisian Republik Indonesia;

BUMN;

BUMD;

Perusahaan Swasta kualifikasi menengah dan besar; dan
Organisasi Internasional yang diakui PBB.

Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada avat (3) harus
berdomisili dan berkantor di luar wilayah Provins:t DKI Jakarta.



Paragraf 2
Jangka Waktu
Pasal 34

Jangka waktu PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada
Instansi Lain selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal
penetapan/pencatatan sebagai PNS Titipan dan dapat diperpanjang
sesuai kebutuhan PNS yang bersangkutan.

Paragraf 3
Mekanisme
Pasal 35

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan meinjacdi PNS
Titipan pada Instansi Lain harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :

a. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain
secara tertulis kepada Gubernur yang diketahui dan disetujui
Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan,

b. setelah mendapat pesetujuan darn  Gubernur, mengajukan
permohonan menjadi PNS Titipan kepada Pimpinan Instansi Lain
yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas :

1. fotokopi seluruh ijazah yang dilegalisir;

2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan
PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawail dan keputusan
jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;

3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Nikah;

4. fotokopi Keputusan penugasan/penempatan suami/istei dari
yang ditetapkan oleh Pejabat yvang berwenang atau Pimpiman
Perusahaan yang berwenang pada Instanst Lain iempat
suami/istri bertugas/bekerja vang dilegaiisir; dan

S.fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan  kedinasan  dan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) hurui ¢,
huruf d dan hurufl ¢.

c. Persetujuan atau penolakan permohonan PNS Pemerintah Dacrah
menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain disampaikan secara tertulis
kepada PNS pemohon olch Kepala BKD atas nama Gubernur; dan

d. BKD memproses persctujuan permohonan PNS Pemerintah Dacrah
menjadi PNS Titipan pada instansi Lain.



Paragraf 4
Scleksi
Pasal 36

(1) PNS Pemerintah Dacrah vang mengajukan permohonan menjadi
PNS Titipan pada Instansi Lain melalui selcksi/penclitian/analisa
administrasi.

(2) Seleksi/penelitian/analisa sebagimana dimaksud pada avai (1)
dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa  kelengkapan — dan
keabsahan antara surat permohonan menjadi PNS Titipan pada
%nﬁtansi Lain dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan
akta.

Pasal 37
Berdasarkan hasil seleksi/penelitian/analisa administrasi yvang
dilakukan, BKD dapat menolak permohonan PNS Pemerintah Daerah

menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain berdasarkan pertimbangan :

a. permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain tidak sesuai
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan

b. ditemukan pemalsuan dokumecn kepegawaian yang diajukan oleh
pemohon.
Pasal 38
Materi seleksi/penelitian/analisa administrasi acdalah surat permohonan
dan dokumen kelengkapan persyaratannya.
Pasal 39
(1) Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilaksanakan oleh BKD

(2) Dalam pelaksanaan seleksi/penelitian/analisa administras:, BRKD
membentuk tim seleksi meliputi unsur :

. Inspektorat;

. BKD,;

Badan Pendidikan dan Pelatihan;

. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
Biro Hukum.

ocQ0op

Paragraf 5
Hak
Pasal 40
(1) PNS Pemerintah Dacrah vang menjadi PNS Titipan pada [nsiansi
Lain mempunyai hak dari instansi Lam wempat bertugas/bekerja

sesuai dengan ketentuan yvang ditetapkan olch Instansi Lain termpat
bertugas/bekerja yang bersangkutan.
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(2) Hak g_aji dan tunjangan scrta hak kepegawaian lain di luar
sebagepmana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Kewajiban
Pasal 41

(1) PNS Pemerintah Dacrah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi
Lain mempunyai kewajiban terhadap Instansi Lain tempat
bertugas/bekerja sesuai dengan ketentuan yang cditetapkan oleh
Instansi Lain tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan.

(2) PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi
Lain mempunyai kewajiban terhadap Pemerintah Dacrah scbagai

berikut :

a. mengirimkan daftar hadir yang ditandatangan olch atasan atau
Pimpinan minimal Pejabat Struktural Eseclon III;

b. mengirimkan bahan penilaian kinerja vang ditandatangani oleh
atasan atau Pimpinan minimal Pejabat Struktural Eselon II1;

c. menjaga citra Pemerintah Dacrah;

d. melaporkan kinerja vang ditandatangani oleh atasan atau
Pimpinan minimal Pejabat Struktural Esclon 1II;

e. melaporkan pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional
tertentu yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan
minimal Pejabat Struktural Eselon III; dan

f. melaporkan berakhirnya dan kebutuhan perpanjangan PNS
Titipan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
Permohonan perpindahan PNS yang digjukan sebelum Peraturan
Gubernur ini berlaku pelaksanaan perpindahannya dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 111 tahun 2011.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Pada saat Peraturan Gubcrnur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 111 tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawair Neger: Sipi) Dardi,

Dalam dan Ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
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Pasal 44
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, :

ttd.
BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72168

Salman sesuai dengan aslinya
i SEKRETARIAT DAERAH
SUS IBUKOTA JAKARTA,




